BUPATI SIAK 
PROVINSI RIAU 


RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK 


NOMOR...... TAHUN 2021 
TENTANG 


SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN DAN MASA JABATAN 


Menimbang 


Mengingat : 


.a. 


PENGHULU KAMPUNG ADAT 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SIAK, 


bahwa pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung 
Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat 
yang berlaku di Kampung Adat yang masih hidup serta sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas 
penyelenggaraan pemerintahan dalam prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, 


. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 


Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa yang 
didalamnya juga mengatur terkait penataan desa (kampung) adat 
maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang susunan kelembagaan, 
pengisian jabatan dan masa jabatan Penghulu Adat di Kabupaten 
Siak, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan 
Penghulu Kampung Adat. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 


10. 


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 
tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 tahun 2014 
Tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 5717), 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala 
Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 2), 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 1), 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak (Lembaran Daerah 
Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 2). 


Dengan Persetujuan Bersama 


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK 


Menetapkan 


dan 
BUPATI SIAK 


MEMUTUSKAN: 


PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN, 
PENGISIAN JABATAN DAN MASA JABATAN PENGHULU 
KAMPUNG ADAT. 


BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Bagian Kesatu 
Pengertian dan Definisi 
Pasal 1 


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 


SE an eat AU 


Daerah adalah Kabupaten Siak. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak. 

Kepala Daerah adalah Bupati Siak. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Siak. 

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak. 
Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab 


kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 


7. Kampung Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Kampung Adat adalah Penghulu dibantu Perangkat Kampung Adat 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung Adat. 

9. Pemerintahan Kampung Adat adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

10. Penghulu adalah pejabat Pemerintah Kampung Adat yang mempunyai wewenang, 
tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampung adat dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

11. Kerapatan Kampung Adat atau disebut Badan Permusyawaratan Kampung Adat 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan kampung adat yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan 
tokoh kelompok adat yang ditetapkan sesuai adat. 

12. Perangkat Kampung Adat adalah unsur pembantu Penghulu dalam melaksanakan 
tugas pemerintah kampung adat yang terdiri dari kerani, malim penghulu, lelo 
penghulu dan sangko penghulu. 

13. Kerani adalah pembantu Penghulu yang berkedudukan sebagai kepala 
kesekretariatan pemerintah kampung adat dengan membawahi juru tulis, staf atau 
unsur pembantu kerani. 

14.Malim Penghulu adalah unsur pembantu Penghulu dalam urusan 
kepercayaan/agama dibawah koordinasi kerani. 

15. Lelo Penghulu adalah pembantu Penghulu dalam urusan adat sekaligus berfungsi 
sebagai hulubalang yang bertanggungjawab menjaga kemanan dan ketertiban 
masyarakat. 

16. Sangko Penghulu berfungsi sebagai pembantu Penghulu yang mengepalai Dusun 
atau unit yang lebih kecil sebagai unsur kewilayahan. 

17. Wilayah atau Dusun adalah bagian wilayah dalam Kampung Adat yang merupakan 
pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Adat. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Adat, selanjutnya disebut APB 
Kampung Adat, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung Adat. 


Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 
Pasal 2 


Maksud pengaturan terkait susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan 
Kepala Kampung Adat adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah 
Daerah dalam menyusun struktur kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan 
Kepala Kampung Adat. 


Pasal 3 


Tujuan pengaturan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala 
Kampung Adat adat sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun 
struktur kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Kampung Adat 


BAB II 
PERANGKAT DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG ADAT 
Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 4 


Perangkat kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat, terdiri dari: 
a. Pemerintah Kampung Adat, 
b. Kerapatan Kampung Adat/Badan Permusyawaratan Kampung Adat, 


c. Lembaga Adat, dan 
d. Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat. 


Bagian Kedua 
Pemerintahan Kampung Adat 
Pasal 5 


(1) Pemerintah Kampung Adat dipimpin oleh Penghulu yang dibantu oleh Perangkat 
Kampung Adat. 

(2) Penghulu memiliki tugas dan wewenang untuk: 

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Adat, 

mengangkat dan memberhentikan perangkat Kampung Adat, 

memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung Adat, 

menetapkan Peraturan Kampung Adat, 

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Adat, 

membina kehidupan masyarakat Kampung Adat, 

memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat, 

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung Adat, 

membina dan meningkatkan perekonomian Kampung Adat serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung Adat, 

j- mengembangkan sumber pendapatan Kampung Adat, 

k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Adat, 

mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung Adat, 

m. mengoordinasikan Pembangunan Kampung Adat secara partisipatif, 

mewakili Kampung Adat di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, dan 

Oo. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, hak asal usul, dan hukum adat. 


Pp MPN Up 


— 


p 


Pasal 6 


(1) Perangkat Kampung Adat terdiri atas: 
a. Sekretariat Kampung Adat, 
b. Malim Penghulu, 
c. Lelo Penghulu, 
d. Sangko Penghulu, dan 
e. Perangkat Kampung lainnya. 

(3) Perangkat Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh 
Penghulu. 

(4) Perangkat Kampung Adat bertugas membantu Penghulu dalam penyelenggaraan 
pemerintahan Kampung. 

(5) Perangkat Kampung Adat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Penghulu. 

(6) Jumlah Perangkat Kampung disesuaikan dengan kebutuhan. 


Pasal 7 


(1) Sekretariat Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, 
berfungsi dan bertugas sebagai pembantu Penghulu dalam urusan kesekretariatan 
Pemerintah Kampung Adat yang dipimpin oleh Kerani. 

(2) Kerani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat 
dibantu oleh juru tulis, staf, atau unsur pembantu lainnya. 


Pasal 8 


Malim Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berfungsi dan 
bertugas sebagai pembantu Penghulu dalam urusan keagamaan/peribadatan. 


Pasal 9 


(1) Lelo Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berfungsi dan 
bertugas sebagai pembantu Penghulu dalam urusan adat sekaligus berkedudukan 
sebagai hulubalang. 

(2) Hulubalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat. 


Pasal 10 


Sangko Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berfungsi dan 
bertugas sebagai pembantu Penghulu yang mengepalai Dusun, Rukun Kampung Adat, 
dan Rukun Tetangga sebagai unsur kewilayahan 


Pasal 11 


Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e 
berfungsi melaksanakan tugas tertentu dalam Pemerintah Kampung Adat yang 
jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat 
setempat. 


Bagian Ketiga 
Kerapatan Kampung Adat 
Pasal 12 


(1) Kerapatan Kampung Adat adalah lembaga permusyawaratan yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan kampung adat yang anggotanya merupakan ketua/pimpinan 
tertinggi dari lembaga adat/suku yang ada di masing-masing Kampung Adat. 

(2) Kerapatan Kampung Adat mempunyai tugas: 

a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung Adat bersama 
Penghulu, 

b. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat, 

c. memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat, 

d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung 

Adat, 

memilih Penghulu sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, 

melaksanakan upacara adat, 

g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan hak asal-usul dan hukum adat sesuai 
dengan perkembangan serta kesepakatan masyarakat Kampung Adat. 


NO) 


Bagian Keempat 
Lambaga Adat 
Pasal 13 


(1) Lembaga adat menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari 
susunan asli Pemerintahan Kampung Adat yang tumbuh dan berkembang atas 
prakarsa masyarakat Kampung Adat. 

(2) Lembaga adat bertugas membantu Pemerintah Kampung Adat dan sebagai mitra 
dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai 
wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kampung. 

(3) Lembaga adat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kampung Adat dengan 
memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Kampung yang 
ditetapkan dengan Peraturan Kampung Adat. 


(4) Ketentuan mengenai organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang lembaga adat 
diatur dalam Peraturan Kampung Adat sesuai dengan adat masing-masing. 


Bagian Kelima 
Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat 
Pasal 14 


(1) Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat merupakan wadah partisipasi masyarakat 
Kampung sebagai mitra Pemerintah Kampung Adat. 

(2) Lembaga kemasyarakatan Kampung Adat bertugas melakukan pemberdayaan 
masyarakat, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta 
meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung Adat. 

(3) Pembentukan, struktur dan tugas serta fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kampung 
Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kampung Adat. 


BAB III 
PENGISIAN JABATAN DAN MASA JABATAN 
PENGHULU KAMPUNG ADAT 
Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 15 


(1) Pengisian jabatan dan masa jabatan Penghulu Kampung Adat dilaksanakan sesuai 
ketentuan hukum adat di kampung adat yang bersangkutan sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disepakati dan 
dilaksanakan, maka Penghulu Kampung Adat ditunjuk dan dilantik oleh Bupati 
berdasarkan usulan Kerapatan Kampung Adat. 

(3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan prosesi 
penobatan sesuai dengan ketentuan hukum adat. 

(4) Masa jabatan Penghulu Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
mengikuti dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang Desa Adat. 


Bagian Kedua 
Persyaratan Penghulu Kampung Adat 
Pasal 16 


(1) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Penghulu Kampung Adat 
dapat ditentukan dan ditetapkan oleh Kerapatan Kampung Adat sesuai ketentuan 
hukum adat di kampung adat yang bersangkutan. 

(2) Jika penentuan dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dapat dilakukan, maka persyaratan untuk bisa dipilih dan diangkat sebagai 
Penghulu dapat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 
Kepala Desa Adat. 


Bagian Ketiga 
Pemberhentian Penghulu Kampung Adat 
Pasal 17 


Penghulu Kampung Adat dapat berhenti ataupun diberhentikan dari jabatannya 
sebagai Penghulu Kampung Adat. 


Pasal 18 


(1) Penghulu Kampung Adat berhenti karena: 
a. meninggal dunia, 
b. permintaan sendiri, atau 
c. berakhir masa jabatan. 


(2) Usul pemberhentian Penghulu Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diusulkan oleh Kerapatan Kampung Adat kepada Bupati melalui Camat berdasarkan 
Keputusan Musyawarah Kerapatan Kampung Adat. 


Pasal 19 


(1) Penghulu Kampung Adat dapat diberhentikan karena: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 
secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penghulu Kampung Adat, 

dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan oleh pejabat/lembaga berwenang, 

tidak melaksanakan kewajiban Penghulu Kampung Adat, dan 
e. melanggar larangan bagi Penghulu Kampung Adat. 

(2) Pemberhentian Penghulu Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui usulan Kerapatan Kampung Adat kepada Bupati melalui Camat 
berdasarkan Keputusan Musyawarah Kerapatan Kampung Adat. 

(3) Usul pemberhentian Penghulu Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diputuskan dalam musyawarah Kerapatan Kampung Adat yang dihadiri oleh paling 
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Kerapatan Kampung Adat. 

(4) Pengesahan Pemberhentian Penghulu Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) 
hari sejak usul diterima. 

(5) Setelah dilakukan pemberhentian Penghulu Kampung Adat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) Bupati dapat mengangkat Lelo Penghulu sebagai Penjabat Kepala Desa 
Adat. 

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Penghulu Kampung Adat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), Kerapatan Kampung Adat dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) 
hari wajib sudah memilih dan merekomendasikan pengganti Penghulu Kampung 
Adat kepada Bupati untuk dilantik dan dinobatkan. 

(7) Penghulu Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hanya menjabat 
sampai masa jabatan Penghulu yang diberhentikan berakhir. 


a00 


Pasal 20 


(1) Penghulu Kampung Adat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan 
Kerapatan Kampung Adat apabila: 

a. dinyatakan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 
(lima) tahun penjara. 

b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar 
dan/atau tindak pidana terhadap Keamanan Negara. 

(2) Penghulu Kampung Adat yang diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) setelah proses pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap ternyata dinyatakan tidak bersalah, paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak ditetapkan Putusan Pengadilan, Bupati merehabilitasi dan /atau mengaktifkan 
kembali Penghulu Kampung Adat yang bersangkutan sampai dengan akhir masa 
jabatan. 

(3) Penghulu Kampung Adat diberhentikan oleh Bupati apabila terbukti melakukan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 


BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 21 


(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pengisian 
Jabatan dan Masa Jabatan Penghulu Kampung Adat. 

(2) Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. memberikan pedoman teknis pengisian jabatan Penghulu Kampung Adat, 


b. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengisian dan pelaksanaan 
jabatan Penghulu Kampung Adat, 
c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kapasitas 
Penghulu Kampung Adat, dan 
d. memfasilitasi penyusunan Peraturan Kampung Adat dan Keputusan Penghulu 
Kampung Adat. 
BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 22 


(1) Masa jabatan Penghulu Kampung Adat yang ada pada saat Peraturan Daerah ini 
diundangkan tetap berlaku sampai habis masa jabatannya. 

(2) Anggota Kerapatan Kampung Adat yang ada pada saat Peraturan Daerah ini 
diundangkan tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya. 

(3) Perangkat Kampung Adat tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya. 

(4) Untuk mengisi kekosongan jabatan Penghulu Kampung Adat yang berakhir masa 
jabatannya sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Bupati dapat mengangkat Lelo 
Penghulu sebagai Penjabat Kepala Desa Adat. 

(5) Jika Lelo Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia dan/atau 
tidak memenuhi syarat, Bupati dapat mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari 
Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Penghulu Kampung Adat sampai dengan 
dilantiknya Penghulu Kampung Adat yang definitif sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 23 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. 


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal ...................... 2021 


BUPATI SIAK, 


ALFEDRI 
Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal ..................... 2021 


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 
Drs. H. ARFAN USMAN, MPd. 

Pembina Utama Muda 

NIP.19650205 198903 1 022 


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR ........ 


NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK ...., PROVINSI RIAU: 
NOMOR ....... TAHUN 2021. 


Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 


JON EFENDI, S.H., M.H. 
NIP. 19750824200212 1 001 


PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK 
NOMOR...... TAHUN 2021 
TENTANG 
SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN DAN MASA JABATAN 
PENGHULU KAMPUNG ADAT 


I. PENJELASAN UMUM 

Sejatinya sejak awal, keberadaan kampung (seharusnya tidak perlu diikuti label 
“adat”) sudah dijamin secara konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Hal ini bisa dijumpai dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 
sebelum diamendemen yang menegaskan: “Dalam territoir Indonesia terdapat lebih 
kurang 250 “zelf-bestuurende Landschappen” dan Volksgemenschappen seperti desa di 
Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan 
sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat 
dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia 
menghormati kedudukan daerah-daerah Istimewa tersebut dan segala peraturan 
negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”. 

Itulah sebabnya kenapa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa dicabut oleh Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah. Dalam Konsideran UU No. 22 tahun 1999 huruf e dikatakan: 
“bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran 
Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) yang 
menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan Desa, tidak 
sesuai dengan jiwa UndangUndang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta 
menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti”. 

Oleh karena itu upaya untuk menghidupkan dan memfungsikan kembali bentuk dan 
susunan institusi kampung itu perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih serius. 
Sudah bisa diprediksi institusi yang tidak sesuai dengan karakter, sistem nilai dan 
tatanan budaya masyarakat akan sulit berperan optimal dan malakukan berbagai 
upaya pemberdayaan serta merawat keragaman yang pernah ada. 

Kampung dan Bathin jelas memiliki hak asal usul yang hidup di wilayah Kabupaten 
Siak sebelum diganti oleh desa melalui pemberlakuan UU No. 5 tahun 1979 tersebut. 
Kampung, sebagaimana juga dengan bathin, kepenghuluan dan sebagainya adalah 
sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas 
wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul yang 
sudah bersifat turun temurun. Secara empiris, kesatuan masyarakat hukum adat 
terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau 
gabungan genealogis dengan teritorial. 

Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup 
di wilayah Kabupaten Siak yang memiliki sistem pemerintahan yang khas dan bisa 
berbeda dengan institusi yang tumbuh serta berkembang di daerah lain. Oleh karena 
itu, Peraturan Daerah ini merupakan peraturan yang bersifat lebih mengkonkritkan 
institusi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Siak, yang boleh jadi akan berbeda 
dengan yang ada di Kabupaten lain di Provinsi Riau. 


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas 
Pasal 2 
Cukup jelas 
Pasal 3 
Cukup jelas 
Pasal 4 
Secara umum, susunan Pemerintahan Desa Adat terdiri dari 4 (empat) 
kelembagaan yaitu Pemerintah Kampung Adat, Kerapatan Kampung Adat, 


Lembaga Adat, dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat. Meskipun 
demikian dapat pula disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sistem 
pemerintahan lokal masing-masing daerah untuk menampung kenekaragaman 
yang ada. 
Huruf a 
Anggota Kerapatan Kampung Adat dapat berasal dari ketua/pimpinan 
tertinggi dari lembaga adat/suku yang ada di masing-masing Kampung 
Adat. Oleh karena itu, keanggotaan kerapatan kampung adat melekat pada 
ketua lembaga adat maupun kepala suku yang ada di Kampung adat 
dengan periodesasi masa jabatan sesuai dengan ketentuan atau adat yang 
berlaku pada masing-masing lembaga adat maupun suku dimaksud. 
Huruf b 
Cukup jelas 
Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 
Cukup jelas 
Pasal 5 
Ayat (1) 
Penggunaan nomenklatur “Penghulu” lebih tepat daripada penggunaan 
nomenklatur “Batin”, sebab Batin dulu mempunyai hak ulayat 
(hutan/tanah), sedangkan Penghulu tidak mempunyai hak ulayat. 
Kadangkala, Penghulu juga merujuk kepada jabatan ketua suku, bahkan 
kepada jabatan yang setingkat dengan Batin. Oleh kerana itu, jika 
diidentikkan dengan Batin, maka Penghulu dipilih dan diangkat dari suatu 
suku tertentu secara turun temurun atau dari anak kemenakan 
keturunan Penghulu terdahulu dengan beberapa kriteria, antaranya: a. 
Sepesukuan dengan Penghulu terdahulu. b. Anak kemenakan dari 
keturunan Penghulu. c. Berumur diatas 20 tahun. d. Pandai dalam 
berunding dengan menggunakan norma adat. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 6 
Cukup jelas 
Pasal 7 
Cukup jelas 
Pasal 8 
Cukup jelas 
Pasal 9 
Cukup jelas 
Pasal 10 
Cukup jelas 
Pasal 11 
Cukup jelas 
Pasal 12 
Ayat (1) 
Dalam praktek ketentuan mengenai pemilihan ketua lembaga adat 
maupun kepala suku sebagai anggota Kerapatan Kampung Adat tidak 
dapat diseragamkan, namun diserahkan pada adat masing-masing 
lembaga adat atau suku di masing-masing Kampung Adat. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 13 
Cukup jelas 
Pasal 14 
Cukup jelas 
Pasal 15 
Ayat (1) 
Cukup jelas 


Ayat (2) 


Pada masa kesultanan dan bahkan setelah merdeka sebelum 
pemberlakuan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, 
pengangkatan dan pemberhentian Penghulu atau Batin dilakukan oleh 
Sultan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing adat di 
Kepenghuluan maupun Pebatinan. Pengangkatan Penghulu pada 
umumnya dilakukan melalui proses musyawarah mufakat atau pemilihan 
dari Kerapatan Kampung Adat sesuai dengan adat masing-masing 
Kampung. 


Ayat (3) 


Cukup jelas 


Ayat (4) 


Cukup jelas 


Pasal 16 

Cukup jelas 
Pasal 17 

Cukup jelas 
Pasal 18 

Cukup jelas 
Pasal 19 

Cukup jelas 
Pasal 20 

Cukup jelas 
Pasal 21 

Cukup jelas 
Pasal 22 

Cukup jelas 
Pasal 23 

Cukup jelas 


